BUFATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BIUI'TON

NOMORSTAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintahh Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumbcer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton
Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor
7, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5495):
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014
tentang Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaen Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 53539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratiiran Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Talhim 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Neomor 97 Tahun 2016 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tshun 2014 Nomor 2003);

. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomar 114 Tchun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 2094];

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMEK.07/2016
tentang Tata Cara  Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Ewvaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
478);



Menetapkan:

11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
can Transmigrasi Nomor 22 Tahun 20156 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Dess Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1883);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015
tentang DPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buten Tahun 2015
Nomar 107);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Dasrah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 204
2016 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Nomor 28);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dserah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Tahun 2016 Nomor 121);

15.Pereturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 l'ata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di  Desa [Berita Daerah
Kabupatcn Buton Tahun 2015 Nemor 65);

16.Peraturan Bupati Buton Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
peleksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah ctonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton.
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I

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adzlah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingar masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repuhlik
Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara vang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiaysi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
rembangunan, pembinaan kemasyarasalan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa di wilayah Kabupaten
Buton sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnyva
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKIID adalah rekening tempat penyimpanan uang dserah
vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, vang selanjutnya disebut RKD adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintzhan Desa
yvang menampung seluruh penerimaan Desa dar untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditctapkan.

Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh
pemerintah kepada daerah yang tidak hahis disalurkan ke
desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang
disalurkan oleh daerah kepada desa vang tidak habis
digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan
menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran
APBDes.



BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
FPENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pagal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton
Tahun Anggaran 2017, dialckasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula.

Pasal 3

(1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi
Dasar Kabupaten Duton dengan jumlah desa di Kabupaten
Buton.

(2) Alokasi Dasar Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 59.796.686.000,- (lima
puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam
juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017

(3) Jurnlah Desa di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), scbanyak 83 (dclapan puluh tiga) desa.

Fasal 4

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hurut b, dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis setiap desa di Kabupaten Buton,

(2] Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditunjukkan ocleh Indeks Kesulitan Geografis Desa
vang ditentukan oleh faktor vang terdiri atas:

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
c. aksesibilitas/transportasi.

(3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada
avatl (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

{4 Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) bersuumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.



(8) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:

Al = {{0,25* Z1) + (0.35 * 22) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4); *
(DDkab — ADxgan)

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1] = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap
total penduduk seluruh Desa di Kabupaten
Buiion,

22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin seluruh Desa di
Kabupaten Buton.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas
wilayah seluruh desa di Kabupaten Buton.

Z4 = rasio [ndeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap
Desa  terhadap tolal IKG seluruh Desa di
Kabupalen Buton

DDya, = besaran Dana Desa Kabupaten Buton

ADksy = besaran Alokas) Dasar Kabupaten Buton

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton

Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati Buton ini.

BARB III

MEKANISME DAN TAHAP FENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

cnyaluran Dana Desa dilakukan olch Bupati dengan cara
1) Penyal D D dilakulk Ich B 1 d
pemindahbulcuan dari RKUD ke RKD.

(2) Pemmindahbukuan Dana Desa dari REUD ke REKD
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
RKUD dan setelah sehirmih persyaratan penyaluran telah
dipenuhi.



(2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfsatan sumber daya
alam dan lingkungan secara herkelanjutan dengan
prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa,
yang meliputi antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana Desa:

b. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan
Sosial Dasar;

C. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana ussha ekonom: Desa;

d. pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian
lingkungan hidup; dan

€. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk
penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar
biasa lainnya.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayni
program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditujukan
untuk  meningkatkan  kapasitas dan  kapabilitas
masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan
sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi
dirinya secara mandiri.  Kegiatan  pemberdayaan
masyarakat Desa yang diprioritaskan meliput: antara lain:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
sosial dasar;

b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungsn
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya
lokal yang tersedia;

c, pengelolaan ueahs  ekonomi  produktif  serta
pengelnlaan sarana dan prasarana ekonomi;

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam

menghadapi bencana serta kejadian luar biasa

lainnya;

pelestarian lingkungan hidup; dan

pemberdayaan masyaraka: Desa untuk memperkuat

tata kelola Desa yang demokratis.

oo



Pasal 7

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap [, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh
perseratus); dan

b. tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empar puluh
perseratus).

Fasal 8
(1) Penyaluran Dana Desa taliap | scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan sctelah Kepala Desa
menyampaikan:

a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada
Bupau; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

kepada Bupati.

(£) Penyampaian laporan realisasi pengggunaan Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dilakukan paling lambat minggu kedua
Bulan Februari.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa tahap II secbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan seteleh Kepala Desa
menvampakan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
tahap I kepada Bupati.

{2) Pcnyampailan laporan rcalisasi penggunaan Dana Dcesa
tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat minggu kedua Bulan Juli.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling
kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50%
(lima puluk per seratus).

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untux membiayai pembangunan
dan pemherdayaan masyarakat desa.



(4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(9) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (4)
diberikan setelah Bupati memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas desa telah
terpenuhi  dan/atau  kegiatan  pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 11

(1) Kepala Desa berlanggung jawab alas penggunaan Dana
Desz.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunadn Dana Desa,

(3] Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayar (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belama
Daerah.

BAR V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap I, dan Laporan Realisasi Pcenggunaan Dana Desa
Tahunan kepada Bupali.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. Tahap | paling lambat minggu keempat bulan Juli
tahun anggaran berjalan; den

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan
paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Bupati melakukan pemantsuan dan evaluasi atas Sisa Dana
Desa di RKD.



(1)

(2)

(3)

(4]

(1)

Pzsal 14

Dalam hal herdasarkan pemantauan dan evaluasi atas
sisa Dana Desz di RKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dan
30% (tiga puluh persen), Bupati -
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai
Sisa Dana Desa di RKD tersebut, dan/atau
b. meminta apara: fungsional daerah untuk melakukan
pemeriksaan.
Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana
Desa yang direrima Desa pada tahun anggaran berkenaan
ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya.
Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana
Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai
dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tclah
ditetapkan Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan
mendahului perietapan peraturan desa tentang Perubahen
APRDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa
tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan
memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa
untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa
tentang perubahan APBDesa atai dicantumkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang
tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VTI

SANKSI

Pasal 15

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
scbelumnya  lebih dari 30% (tiga puluh  persen)
schagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau

¢. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.



(2)

(3)

(4]

(5]

(1)

(3)

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dunua Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD lahun anggaran
sehelumnya.

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Nesa vang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I
tidak dilakukan,

Penundaan  penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan
Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah
direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa
di RKD menjadi paling tinggl sebesar 30% (iga puluh
persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.

Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan
Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (uga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa tahap I1.

Pasal 16
Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda
dalam hal :

a. dokumen sebagaimara dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf a telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 15 ayat (1)
berlangsung sampai dengan bulan November tahun
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjaci Sisa Dana Desa di RKUD.

Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenan Dana Desa yang ditunda
penyvalurannva sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bularn November tahun anggaran
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Apgar setiap OTang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, |§ ®1AreT
? ;

AsisTen 1]
Ha Bp<ap

LA BAKRY

WARAL HUwuRA

2017

PARAF WAKIL BUPATI BUTON,

'=r-::____‘\\n§'<



BAB VII

KETENTLUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati

diundangkan.
Agar sctiap
pengundangan

ini mulai berlaku pada tanggal

orang mengetahui, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.,

asarwajo

Diundangkan di
aaerT 2017

pada tanggal 14
Pit. SEKR RIS DAERAH,

KASIM, SH
PEMBINA UTAMA MUDA, IV /e

Nip. 19580101 198903 1 012

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal ,|§ ®1AReT 2017

WAKIL BUPATI BUTON,
TTD

LA BAKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN RUTON TAHUN 2017 NOMOR ..\7Q
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